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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka pelaksanaan pembinaan badan 
layanan umum dapat dibentuk dewan pengawas, bahwa untuk memberikan 
pedoman pembentukan dewan pengawas badan layanan umum, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /PMK.05/2007 tentang 
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU dapat 

dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi 
syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset.  
Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan. 
Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari 
Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, 
serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU. 
Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi 
persyaratan umum dan persyaratan khusus. 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan melakukan penguJian 
pemenuhan persyaratan terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur 
pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli. 
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penguJian 
pemenuhan persyaratan terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur 
pejabat Kementerian Keuangan. 
Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari 
Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, 
serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU. 
Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan anggota Dewan 
Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan yang telah lulus pengujian 
pemenuhan persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan 
persetujuan. 



Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan 
anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan/atau rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas. 
Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat menjadi pertimbangan bagi 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan untuk 
melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas. 
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2016 dan diundangkan 

pada tanggal 20 Juni 2016. 
  - Lampiran: 4 Halaman 
 


